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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20  TAHUN 2010

TENTANG

" KEBUAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
KELURAHAN RAMAH ANAK .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah
maupun nasional sehingga periu mendapatian kesempatan untuk tumbuh
dan berkembang dengan wajar secara rohant, jasmani maupun sosial;

bahwa Pemerintsh Kota Semarang berinisiatif untuk mewujudkan

b.
pembanginan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui
penigintegrasian program kesejahterdén dan perlindungan anak ke dalam
program pembangunan di tingkat‘kelurahan dan kota yang responmf

terhadap kebutuhan anak;

bahwa untuk melaksanksn maksud t&aebutpadahumfa dan ixumfb,
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kebijakan Kota
LayakAnak denganPendekataanmabanRamahAnak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tehun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, J’awaBara’tdanDa!aﬁnghIsﬁmewaYogyakarh,

2. Undang-Undang Nomor‘4 Tahun 1979 tentang Kesgjahteraan
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara,

Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara ‘ Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoetsia Nomor 3836};.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan Anak’
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 109
Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Talmn 2004 tentang Pembentukan Peraturan
i;g;dang-nndangan (Lcmbaran Negara Republik . Indonesja Nomor

'6. Undang-Undang Nomor 23 Talum 2004 tentang Penghapusan Kckerasan
%a(l;m Rumah Tangga'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4419;\Tomor 95 Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor




7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrahy
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tebun 2004 Nomor 125,

egara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagmmana telah diubah bebeupa kali terakhir dengan Undang-Undang

. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintehan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4344);

8. Peraturan Pemerintsh Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semerang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambehan Lembaran Negara Rzpublik

Indonesia Nomor 3079;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tehum 1992 tentang Penataan
Kecamatan di Wilayah Ksbupatenskabupaten Daerah Tingkat II
Wonogirl, Jepara dan Kendal, serta Penataan

Purbalingga, Cilacap,
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Deerah Tingkat II Semarang dalam
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara

Wilayzh Propinsi
Republik Indonésia Tahtm 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemierintah: Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

.Indonesia Nomor 4737),

11. Peraturan Menteri . Negam Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Ta.hun
2009 Tentang Kebijakan Kabupateanota Layak Anak;

12. Peraturan Daersh Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kelurahan (Lembaran Daerah. Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kot Semarang Nomor 17);

13. Pemturan Daerah Kota Semaramg Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
' Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Dac¢rah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota ‘Semsarang Tahun 2008 Nomor

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Norhor 18);

14, Peraturan Daersh Kota Semarang Nomor 11 Tabun 2008 tentang
Orgenisasi dan Tata Ketja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kotd Sumamng Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kota Semmg Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kegja Dinas Daersh Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
OrganisamdanTchdaLembagaTehisDaemhdanBadanPclayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daersh Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, TambahanLcmbamn Kota Semarang Nomor 23);




17. Persturan Daersh Kota Semerang Nomor 14 Tabwn 2008 t
Kota Semarang. Talum 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Xota

Semarang Nomor 24); "

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK
ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota inf yang diniaksud dengan ;-

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

3. Walikota adalah -Walikota dan Perangkat Daereh sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. .

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Semarang,

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

6. Badan Perencanasn Pembangunan Daersh adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Semarang.

7. Perangkat Daerah adaleh Perangkat Daersh Kota Semarang.

8. Kelurahan adalsh wilayah kerja Lurah sebagal perangkat daerah dalam wilayah

. Kecamatan, :

9. Kecamatan adalah wilayah ketja Camat sebagal perangkat Daerah.

10. Ansk adalsh seseorang yang belum berusia 18 (delapen belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan. )

11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek
kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau
Undang-Undang Perlindungan Anak, - : .

12. Kota Layak Anak yaug selanjutnya discbut KLA adalsh sistem pembangunan Kota
yanafa mcngg:nmlmn komitmen :::h ﬁberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaba yang cana secara menyel _ dal i
b ek berkelanjutan dalam progrem dan kegiatan

13. KebijakanKotaLayakAnakdenmpendehmanmnhmﬂ(ecammRémahAnak

menyeluruh dan betkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan ana‘k,
mencakup didalamnyakehmr_gammhanak. bak
14. Kelurahan/Kecamatan Ramsh Ansk adalah Kelurahan/Kecamatan
memenubi dan melayani kepentingan terbaik anak serta yang mampu
._bagimmbuh'lnembanganakseoaraﬁsﬂ:nimpun% Pk mormbedllin 1aoa amiag
15. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota 1. "
Kelurahan/Kecamatan Layak  Anak d P
0 Ramah Ansk yang selmjutayn disobut Renganqbi la} e::fkm:‘;




b Peagha Do i g iy o, e Y Gl

0ié ' wakiu tertentd, sobegal instrumen dalam

mewujudkan Keluraban/Kecamatan Ramah -Anak, - bagai o

16. Rencana Aksi Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang selarjutnya disebut RA Kel/RA
Kec, Ramah Anak adalsh dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara
terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kelurahan/Kecamatan dalam
jangka wektu tertentu, sebagal instrumen dalam mewujudkan Kelurahan/
Kecamatan Ramah Anak, °

17. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalsh tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam
rangka melaksanakan Keb{jakan Fota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/
Kecamatan Ramah Anak.

18. IndﬂmtorKelmahanMcammRamihAmkadahhvaﬁabel-vadabel pembangunan
yang digmalmnmmkmenﬂaldmddQnMKelmaban/Kocamm

19: Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak
dengan menggunakan indikator Kelurahan/Kecamatan Ramph Anak.

BABII
PRINSIP, TUTUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kebjjakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramsh Anak
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu : ' ' ,

a. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidsk membedakan suku, ras, agama, jenis
kelamin, status sosial, status ekonomi, asal dderab, kondisi fisik maupun psikis anak;

b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak
scbagai pertimbangan utama dalam sctiap pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota, Pemerintsh Kelurahan/Kecamatan, dan lembaga lainnya yang
berhubungan langsung maupun tidek langsung.dengan anak;

¢. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi
anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan ansk yang dilindungi oleh
negara, pemerintah, masyaraket, keluarga dan orang tus; dan

~d. penghargaan terhadap pendapat anek, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak,

' Pasal 3
Tujuan Kebijakan Kota Layek Ausk dengan pendekatan Kelurahan/ Kecamatan Ramsh Ansk

adalah : .
a. ' meningkatkan komitmen Pemerintah . Daerah, Kelurahan/Kecamatan dan
masyarakat dalam upaya mewujudken pembangunan peduli terhadap anak, dalam
memenuhi m-melayanikebmuhmdankcpenﬂnga?ngrbaikbagianalc '
b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,
metodadmteknologiymgadapadaPWDmh,Kecama&n,thmbandan ‘
C. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan
pembangunan, . - ‘naan




Pasal 4 -

Ruang Lingkup Kebijakan Kote Layak Ansk dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan
Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;

b. pengasuhan Keluarga dan altematif bagi anak;

c. keschatan'dan kescjahteraan dasar bagi anak;

d. pendidiken, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

e. perlindungan khusus terhadsp anak,
BAB II

PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) Pemerinteh Dacrah melaksanakan dan bertanggung jawab tethadap seluruh proses
Pendekatan Kelurahan/Kecamatan

Pelaksanaan ' Kebijakan KotaLayak Ansk dengan
Ramah Anak dengan melakukan lnoordinas!,ﬁsﬂimi dan mediasi untuk mewujudkan

Kota Layak Anak.

(2) Dalam rangka melaksanaken Kebijakan Kota Layak Anak dengan- Pendekatan

(3) RAD meliputi program aksi ¢

a. penclashan kebutuhan Kota Layak-Anak;

b. harmonisasi kebijaken perlindungan anak;

c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdaysaan masyarakat di bidang keschatan;

d pelayananpendidﬂcandasar,menengahummdanbjmuan, formal dan non formal;

e. perlindungan anak di bidang hak sipil, patdnipasi.dan ptogrambagt anak yang
memerlukan petlindungan kimsus;

£pchyanmbidangpaumhm.manadanpusmalinghmgan,smpelayanan
fasilitas umum; dan

g pelayanan lingkungan hidup, kebuthan dasataanitasi dan penanganan ah’batnya.

Pasal 6 ‘
(1) Kelurahan/Ke¢amatan bertanggungjawab melaksanskan. Kordinasi, Fasilitasi Dan
Mediasi dalam mewujudkan Kelmhaanecamataanah Anak.

(93} DalamranghmewujudkanKelumhan/KecamataanmabAnak, Kdmhm/Kecamatan
menyusun RA Kel/RA Kec untuk 3 ( Tiga ) Tehun;

(3) Materi RAKel/RAKec meliputi ;

a. penelashan kebutuhan Kelurahan/Kecamatan Ramsh Anak,

b. halrmonisasi kebijakan perlindungan anak;

c. pelayanan dasar kesechatan, rujukan, pmyelidihn demiol
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan mwepi : gi%iwm

. pel?mdungﬁndianf:a:ib hak st pm'ﬁs!pas!dm . o

C.
II:remetluhn perlindung:;‘:::ﬂusus; ad éen program begl snak yang




L peleyanan bidang perumaben, sérans dan prasaran finglawmgas, serta pelayanan
fasilites umunt; dan
g peluymmﬁngktmganhidup.kebmdaqarfanimsidanpemngamnah'bamm
@ RAKel/RAKoc disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. materi RAD; )
b. sinergi dengan kebijakan pembangunan Kelurahan/Kecamatan;
¢ ssumber daya lokalbusobagai bahan pertimbangan dalam kegiatan aksi; dan

(5) Perumusan RAKel/RAKec ditetapkan dalam Peraturan Lurah/Camat.
Pasal 7

Pembagian peran, bentuk dan rangkaian kegiatan dalam langkah-langkeh pelaksanasn
chijalmnKotaLayakAnakdenganPendekmnKelmhanﬂ(ecmamRamahAnak
tercantum dalam’ Lampiran I yang merupaken bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini. : :

 BABIV
KELEMBAGAAN
Pasal 8
" Pl oy ot e st
(2) Anggota Gugus Tugas Kota Layak Ansk diangkat dan dibechentiken oleh Walikota.

'€)) GugusmgasKotaLayakAnékaddahlembagakomdinaﬁfyangbemnggomkanwaldl
daﬁupmeheknﬂﬁlegislaﬁﬂdanyudﬂmﬁfymg’membidmgimak,pugmmﬁnggi,
kargamsasx' i non pemerintah, 'lembagaxwadaya‘ masyarakat, dunia vssha, orang tua dan

(4) Gugus Tugas Kota layak Anak dipimpin oleh seorang Ketua dari Badan Pemberdayaan
Masyamkangpuandaanuugaancammdibmm“omngwaldlkemadaﬁ

BadanPer_encanaanPembangman.
Pasal 9
Gugusmgaslainyangmemﬂikimgas,danﬁmgsiperlindmganamk at dijadikan Gugus -
Tugas Kota Layak Anak. . el -
Pasal 10

Tugas pokok Gugus Tugas Kota layak Anak adalah ; o
a. m i pelal:s'anaanhbﬁahnKotaLayakAnakdengan pendekatan

E
g .
¥




h. mcnyuszm‘ RAD 5 (lims) tahun |

L meqyiaphgll’ ' Dhau;ih petl&it:nganamk;

j m eraturan tentang .

k ] ito dan Kebijakan Kota Anak
melaknlmnmmtoﬁng.avm pelaporan G‘Ei'enam) LayaF; dengan

L melakuhnfasilitasidanmdiasipenyusumnRAKcl/RAKec.RamahAnak. ‘

" (1) Untuk membantu kelancaran
dibentuk sekretariat, -

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud. bertngas memberikan dulumgan
@ teknis dan admivistratit mcﬁﬁ%ﬁﬁn&

(3) Sekrotariat Gugus tugas Kota Layak Anak berkeduduken di Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Kehiarga Berencana,

Pasal .12

Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam melaksanaken tngasnya’ melakukan koordinasi dan
hubungan kerja secara langsung‘denganPe.rangkatDaamh terkait, "

Pasal 13

(1) Gugus Tugas Kota Layak Anak melakukan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kota Layak
Anakdcnganpend“ekatanKelumhm/KecammRamhAnak. .

(2) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam)
bulan sekali, . ‘

(3) Gugus Tugas Kota Layak Anak menyampaiken laporan pefaksanaan Kebijakan Kota
. LayakAnakdenganpendelmmKelmlmn/KecmhnRamahAnakkepadaWalikom
melalui Sekretaris Daerah.

‘Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak,

BABYV
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

. Kclmhm/KeMamnRanqahAnakMadya;
d. Kelmbm/KecamatanRamahAnnkNindya.

() Sistem  skoring sebagaimana dimakend iy
Kol Anaky’aﬁgmelipg:g: ayat (1) menggunakan indikator

a. Hakparﬁxipasidankebebasanaipﬂ; .
b. Hakpenmuhankelumdanqxwg ’




. Hakkesehatan dan kesejahtaragn dasar;

d. Hakpendidﬂmn,pemanﬁmnwaktuluangdanbgimbudaya;
e. Hak perlindungan khusus terhadap anak.

-

Pasal 15

Sistem skoring dan indikator sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

BAB V
PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaks pads tanggal diundangken,
"Agar setiap orang xpengetahuinyi, memerintahkan pengundﬁngan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berits Daerah Kota Semarang,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 16 September 2010

Diundangkan di Semarang ‘
padatanggal: 16 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BnYy

AKHMAT ZAENURI -
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 20




- LAMPIRANI PERATURAN WArIROTA SEMARANG
NOMOR .
TANGGAL ;

RAMAH
NO KEGIATAN SASARAN PERAN/ LOKASI
PENANGGUNG WAKTU
. JAWAB
1. | Memberikan pemahaman Ansk-ensk, Tokoh |-  Kelurahen 3 (tiga)
hak-hak amklmpadal(ehmban.w hmdmﬁnzht - Gugus Tugas bulan
gembagu Kelurahan, Lembaga’ Mumaw
Kemasyarakatan dan masyarakat
2. | Melakukan pemetasn terhadap nlat, Anak-anak, Tokoh |- Kelurahag 2 (dua)
pihak-pihak yang akan berperan | kunol tingkat . - Gugus Tugas minggu
dan awab  dalam ( dunia
mewujudkan Kelurahan - Ramah usahs, LSM
Anak
3. | Melakukan Analisa Situasi Hak WﬁpMuymht,Amk-mk, = Kelurahan 3 (tiga)
Aneak(ASHA) _ | Tokoh Jamef tingknt : = Qugus Tugas _ buiif:
] Kelurahan/Kecamatan/Kota KLA
4. | Menyusun Rencana Aksi Daerah Stakeholder Kota = Qugus Tugas 1 (satu)
RAD) = BRI KLA bulan
5. | Melakukan Penilaian kelurahan Kelurahan, _ = Kelurahan 1 (satn)
sccara partisipatif wntuk melihat pwaH;mPKK.Knm;Mq; = Gugus Tugas bulan
status keluralian dengan Tohbmnymhg'l‘obh-Asama. KLA
menggunakan Indikator pﬂnknblahdanl’nxbmu,
Kelurahan Ramah Anak serta perwakilan
. Forum/Kelompok Anak
& ™ dan Menetapian BPM, P
X enyusun , MK, {= Kolurahan 1 (satu
Rencana Aksi Kelurahan puwﬂdlmrmxmgmm. = Gugus Tugas bfuan)
: Tobhmlymht,'l'obhAma. KLA
-| serta perwakilah
Forum/Kelumpok Anak
Melakuken sosialisas, ‘ - yrre
7. | Me advokasl | Masyarakat, Avak-enak, Tokoh |~ Rafurahn )
serta komunikast informasi dan kunef tinglont = Gugus Tugas knhdalani
;d:x%c?liwdudapRADKLA.dm Mmm " KLA setahun
8. | Molakukan monltéring dan Kelurahan pillotproject = Gugus Tugas |
evaluasi terhadap pelaksanaan ‘ i v KLA 65;:::1)
kebﬁahnKouLly:kAnak T 1 sekali
Ramah Anak .




SISTEM SKORING DAN INDIKATOR KELURAHAN RAMAH ANAK

A. Tata Cara Penilaian Status Kelurahen Rameh Anak : c
L. kelurahan, meliputi

Kelurahan mengumpulkan pemangku kepentingan di tingkat
unsur-unsur ¢ Kelurahan, gﬁ?{, LPMK, perwakilan PKK, Karang Tatuna, Tokoh
masyarakat, Tokoh Agama, -pihak sekolah dan Puskesmps, serta perwakilan

- Forum/Kelompok Anak Kelurahan,

Parapqmangkukcpenﬁnganyaﬁghédirdalampertemuankelmhantemebmakan
mendiskusﬂmndanmenﬂaimhngsmgdmddankondisimmnyadengan
menggunalmnformatlndﬂ:atorxelmahankmahAmkyangtelahdisediakan.

Nilai yang diberiken oleh peserts menggunaken angka dengan skala 1-4 sesuai ,
dengan kondisi Kelurahannya, :

Tim/Gugus Tugas Kota akan memgarahkan dan memfasilitasi forum pertemuan
Kelurahan tmtuk proses penilaian secara partisipatif dengan metode diskusi
kelompok. | )
Hasﬂpenﬂmandalamdixknsikeloxnpokkemudian dipresentasikan ke pleno
musyawarah Kelurahan dan dicermati bersama kembali dengan mencermati
pertimbangan, pendapat dan usulan dari pesqrtgkelompok yanglain. -

Keﬁmusan skor/nilal akhir adalah kesepakatan ates besaran nilai dalam musyawarah
pleno.

Penentuan status Kelurahan Ramah Anak berdasarkan nilaj akhir, yaitu :

Nilai akhir sampai dengan 57 disebut Kelurahan Ramah Ansk Muda

Nilai akhir 58 sampai dengan 114 disebut Kelurahan Ramah Anak Madya

¢ Nilai akhir 115 sampai dengan 171 disebut Kelurahan Ramah Anak Nindya
Nilai akhir 172 sampai dengan 228 disebut Kelurahan Ramsh Anak Wasana

Proses penilalan status Kelurahan Ramah Anak dilakukan 3 tahun sekali,

Hasﬂakhir.daﬁpenﬂaimmKeIumhaanahAnakkemudianditetaplmn
menjadi dokumen Kelurahan sebagai acuan penyusunan Rencana Aksi Kelurahan,




B. Indikator Kelurahan Ramah Anak

Kelompok Hak | No. INDIKATOR Skor/ Level Penilaian
Anak . 1 2 3 4
HAK | 1 | Adaketeribétan anak belum <5% 8% - <10% 10% - 15%
PARTISIPASI (wakil kelompok ansk = '
DAN - usia 15-18 tahun) dalam
KEBEBASAN musyawarah perencanaan
SIPIL pembangunan kelurshan __
2 | Ada dan berfungsinya balum adadan | adadan mandir,
forum/kelompok/ ade baru berdiri periu mampu
berjaringan
paguyuban anakdl (bertunas) penguatsn dan
kelurahan (bertumbuh) | melakukan
' advokasi
3 | Adadata/profl anak belum adu,totapi | ada, lengkap | ada, lengkap
di kelurahan ada - - |tikaklengkap | tapidata dan data di
diupdate> | up date tiap
setahun
h _Setehun sekall
4 | SetiapanskpunyaAida ' | «38% | 338%-<70% | *70%- 100%
Kelshiran ' <100%
8 | Keteribatan anak belum $10% < 20% | *20% ~<30% | 30%
dalam Musyawarahy ada
pembangunan .
kelurahan
. sdadan .
8 | Adanya Peraturan belum beium sudah ada ada, sudsh
' .| terlaksana
Kelurshan yang berpthak | ada forlaksana dan sudah dan
kepada kepentingan anak teriaksana ada monev
periodi
HAK 7 | Semua anak terdafter di- <36% | *38%.-<70% | 370%- 100%
PENGASUHAN dalamkartuKepala - <100%
KELUARGA DAN Keluargs (KK) : -
DAN . | 8 | Setiapkeluarga <25% | %28%dan 350%dan | 375%-
ALTERNATIF mengalokasikan tabungsn <80% <75% 100%
] anak )
Prosentase balta datang
HAK 9 |ke . <25% | 228%% 250%- 280%
KESEHATAN posyandy <80% <80% 1.
DAN 10 | Kualtss Pelayanan PRATAMA | MADYA PURNAMA | MANDIRI
KESEJAHTERAAN Posysndy
DASAR 11 | Status gtz balita bak <285% | 225%- 280%- 285%
. <80% <os% |
12 | Prosentase bu hamil <30% | 230%. 260%- 205%
memeriksakan kandungan . <00% <908%
_minimal 4x (Antenatal) ' '
13 | bu yang memerksakan- <20% | 220%- 2580%-~ 280%
bayinya minimal 2x¢ <500% <80%.
(Neonatus) '
14 | Adapelaysnanpersatinen | <25% | >26% dan >80%dan | >75%-
pleh tenaga kesehstan : <T5% _ 100%
18 | Prosentase bayl <80% | 281%- 278% dan 290%
mendapatkan imunlsas} <75% <90%
lengkap
168 | Prosentase bayl S25% | 225%- 280%- 280%
me
.u.?é’.."?f"’““ Ast <80% <80%




w [Res |
’ Ll LU L N
mendapatian yitemin A X 60% <90%

18 | ProssntaseAnskBalta® | «<35% | »38%- 260%- 298%

(1 = 8 tahun) mendapatican <80% <95%
vitamin A - '
19 | Prosentase kunjungan <18% |215%- 280%-~ >80%
<
muyanhthsmd . <50% 89%
kelurzhan
20 | Adapetugaskesshatsn | belumada | ada tap! ada, tapl m.mlsrap
af df juar di | setiap saat
tingg merangksp P
_kelurshan__| kelurahen
21 | Tersedia ambulan -belumada | sudshada | eda dan ada dan
. tersedia 24
Kelurahan tapibom | terjadwal Jam
‘ Sertadwal_

22 | Tersedianya sukarelawan | belum ada | ada <25% ;g:‘ﬁ- ada > 80%
donor darah pendamping darl total total darl total
di kelurahan Jumish KK | jumiah kK | jumishKK

23 | adanyakedabeidiuntuk | Tidekada | setshundua seminggu
kebersihan fagkungan di kall sekall sekali
kelurahan —_— '

24 | Infrastruiduckelurshan - | Tidakads | minimal minimal minimal
Memenuhi standar - memenuhi3 | memenuhi8 | memenuhi?

: ramsh ansk standar standar standar
- 25 | Prosentsse tenipat tihggal <28% | 228%- 250%- >65%
keluarga tergolong rumah | - <50% <68%

nmham;

Prosentase keluarga yang <28% | 225%dan 2850%dan | >75%-
mengakses air bersth <80 % 1 <78% | 100%
Prosentase rumah yang <25% | 228%dan 280%dan | >88%-
memiiiki SPAL sesual <80% <88% 100%
Standar kesehatan :

28 | Terseditempatsampsh = | <25% | 225%den 280%dan | >75%-
yang memanuhi standar . T <80% <75% 100%
lelh‘nls

29 | Adakawasan hjau (untuk | belum.ada | ada minimal ada, dengan | ada lebih
- tujuan perfindungan dan | 6% darl uas :t,a‘::r:’l‘n darl 15%
pelestarian slam ) kelurahan dart luss dari luas

. kekirahan kelurahan

30 Pmm <285% - | 225%- | 250%. 275% -

| usaha ekonomi dl desa < 50% <75%
yang menyumbangkan

uaahanys O

kepentingansnsk______

31 | Prosentasekeluargayang | <25% | 228%- 260%. 276%
memiiki mats pes <80 % <75%

32 | Prosentase usia produkttt | <25% 225%. 280%- - 275%
memilki mata pencsharian <B80% <78%

{ 18-85 th , .
Kolorahan el :

33 | kegiatan belumads [ 28%-50% | 50%-75% | >75%
menyldpkan tenaga
cimoet oy e

[ lokal pada us




HAKPENDIDIKAN, | 34 | Adsonbaoapeodtn | takate | Asatokm | st | ad s

PEMANFAATAN formal atat novi formal sesual standar standar,
WAKTU LUANG _uptuk snak : fengkap |
DAN KEGIATAN 35 | Anak usia 0=4 tehun <35% S38%- 370 %~ 100% |
belajar di PAUD non
BUDAYA formal . <70% < 100%
38 | Anakusia4«8tahun <38% '35 %.- 70%- | 100%
belajar di PAUD formal/ <7T0% |1 <100%
non formel '
37 | Prosentase (%)Proses | <35% 1385%- 70%- | 100%
Belajar Mengajar (PBM) ci : <70% <100%
 lembaga pendidikan _ '
MMMI
stander yang beraky
38 | ProsentaseGuruysng | <35% $38.%- 70%- | 100%
sesual dengan kualfikes| <70% < 100%
pendidikan (81) ' '
. 39 | Anskusia7-15tahun <38% | 3%- 70%-< | 100%
wajlb belajar 9 tahun
< 70% < 100%
40 | Anskusia 16« 18 tahun <38% 3% 370 %« 100%
melanjutkanke SMA/ 1 . <T70% <100%
sederpjat .
41 | Adasasnastsutempet | tideskada | sdabekm | Adasesual | lengkap
bermaln anak di Sesusl standsr
Kelurahan * stendar .
42 | Adamedia anak untuk belumada | adatapltidak | adadan ada,
berekspresi dl Keksrshsn berfungsi berfungsi berfungsi
. ) 4 __| dan lengkap
43 | Ada event anek untuk tidekada |eda Ads,belum | ada, sudsh
berekspres! ¢ Kelurahan ' ramah anak - | ramah anak
44 | Presentase ansk ela 16« | <35% 35 %. 0% 100%
18 tahun yang tidak <70% "< 100%
sekolah yang di faslitas| )
oleh kelurahan untuk
‘mengikuti
peistihan keteramplian ) ,
’ ad
48 | Kelurshan - 1 belumada | adatepl" ada, betjalan, be;'nlan.

: ’ sudah
memberiakukan jam , belum belum semua | semua
belslar anak (magyeraket) | bertatan | warga wargs

48 | Ada dan berfungsinya belumads | adatepl ‘ada dan pasif- | ada dan aktif
komite di lambaga 17 7| vortunga : ' '
pendidikan (1SD) : S
47 | Adanya kesejahtersan b-,lumq. adatapl 6 ada, 3bulan | ada, rutin
bagi tenaga pendidi , . v agte | Dulsnoekall | sekall setipp bulan- -
‘- $ . c“. ‘e
non PNS/yayssan ., .\ f |, :
di lambaga pendidikan
HAK k8 | Admdmnbedungaioys ™ [ bafanade | adicantan [adadan | o
PERLINDUNGAN, | lombega perincungsy | - boitt | pary berarigan
KHUSUS by ‘"‘.";""‘f'mm _ (berturins) penguatan | melakukan
.- ' d'K.‘mm.I ] '& . " .:mb"i;s. b;k“':“'l .
C e Cd, ! . o]
P vo woy ! ,
o : N S
. ‘o .’"l :
A Y [ihakanak




49| Terbentuk dan wmudl oda, NNM\
|
berfungsinys sellinmes aringan
dvokasi
masyarakat (sstiiunes) prasarana periindungan, l.mk- .
tingiat Kekurahan pela rawan hak anak
desa dan
mitigas}

80 MMMG »850% 285%-80% 10.26% 0%
bawah 10 tahtm ;

51 | Tdakadapukeishian | aded ada2 ada 1 kasus/ | tigak ad
(tawuran) antsr warge ml kasus /tahun [ tahun o

2 : belumeds | »25%dan | >850%dan | 100%
memiliid slstem danr )
faminen " <50% <78%
fase ame
emsedianys . ’

83 | umum Tiiskads | minimal minimal minimal
yang mengakomodasl . memenuhiS | memenuhi6 | memenuni7
kepantingan anak slandsr .| standar Standar
berkebutuhan khysus - H IR :

54 | Keberadaan anskysngcl | »80% »25%. »1%e 0%
| poketiakan _ canfSB0% "} <25%

55 [ Adainformasitentsing befumada | adat it | ada2ial ads 3 kall

. : . | socelalisasi/ | soslallsasi/ | sosiallaasi/
BTM NAPZA fahun tahun tshun
dan

- Ada pengawasan fidskada | ada 1 lal ada 2 kall ada > 3 kall
md-pmmmn, . pengewasan/ | Pengawasan/ | psngawasan/
NAPZA dan Pomografl fahun tehun Tahun




®)Disebutkan tanggal, bulan, tahun pengambilan sumpah jabatan dengan angka
2%))Disebutkan jabatan pejabat yang mengambil sumpah jabatan

*hDisebutkan nama pejabat yang mengambil sumpah jabatan

III. KONTRAK JABATAN
') Disebutkan nama jabatan pejabat yang diangkat
%) Disebutkan hari dengan huruf
%) Disebutkan tanggal dengan huruf
*) Disebutkan bulan dengan huruf
%) Disebutkan tahun dengan huruf
%) Disebutkan tanggal-bulan-tahun dengan angka
7y Disebutkan nama pejabat yang mengangkat
%) Disebutkan nama jabatan pejabat yang mengangkat
%} Disebutkan pejabat yang mengangkat
'%) Disebutkan nomor keputusan pangangkatan
'y Disebutkan tahun keputusan pangangkatan
12) Disebutkan tanggal keputusan pangangkatan
13) Disebutkan nomenklatur keputusan pangangkatan
'*) Disebutkan nama pejabat yang diangkat
15) Disebutkan keputusan pejabat yang mengangkat
') Disebutkan nomor keputusan pejabat yang mengangkat
'7) Disebutkan tanggal keputusan pejabat yang mengangkat
'%) Disebutkan nomor Peraturan Daerah
') Disebutkan tahun Peraturan Daerah
2%y Disebutkan nomenklatur Peraturan Daerah
2!y Disebutkan nomor Peraturan Walikota Semarang
22y Disebutkan tahun Peraturan Walikota Semarang

) Disebutkan nomenklatur Peraturan Walikota Semarang

WALIKOTA SEMARANG

ey

-
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